
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437); 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4431); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundanq-undanqan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

Mengingat 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Rembang Nomor 034 Tahun 2006 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(UPTSP) Kabupaten Rembang 

a. bahwa izin praktek dokter sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan ditandatangani oleh pejabat kesehatan sehingga 
tidak termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan yang 

. dilaksanakan oleh UPTSP; 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 034 TAHUN 2006 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU (UPTSP) KABUPATEN REMBANG 

BUPATI REMBANG, 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI REMBANG 

NOMOR 11 TAHUN 2007 

BUPATI REMBANG 
; . 

:, 
·-· 
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Pasal 14 ayat (2} diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi 
sebaqai berikut : 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rernbang Nomor 034 Tahun 
2006 jentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (UPTSP) Kabupaten Rembang, diubah sehingga 
be.rbunyi sebagai berikut : 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 034 TAHUN 2006 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU (UPTSP) KABUPATEN REMBANG 

MEMUTUSKAN: 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rernbang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Peranqkat Daerah 
Kabupaten Rembang ( Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun 2003 Nomor 20 ). 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Rembang ( Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun 2003 Nomor 19). 

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Unit 
Pelayanan Terpadu; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

. Satu Pintu; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan .Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara R.epublik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4262); - - ------- 

Ei. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
l<ewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 
Daerah Otonom ( Lembaran Neqara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan l.ernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3952 ); 

Menetapkan 

., . 
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,!.__- -___..., / 
H. MOCH. SALIM Diundangkan di Rembang 

pada tanggal ~ tv\llttt Joo/ 

Ditetapl<an di Rembang 
pada tanggal ~ ~ont- ~7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penernpatannya dalarn Serita Daerah Kabupaten Rembang. 

Pasal II 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) adalah izin 
lokasi dan izin praktik dokter dengan berpedoman pada ketentuan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

(1) Bupati rnendeleqasikan kewenangan penandatanganan penzman dan non 
perizinan kepada Kepala UPTSP untuk mempercepat proses pelayanan. 

Pasal 14 


